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BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN KENDALI MUTU AUDIT

APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang

baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggung jawab perlu pengawasan oleh Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah yang berkualitas;

. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman
Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah, dalam rangka meningkatkan kualitas
pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah diperlukan pedoman kendali mutu audit;

. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang
Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah;

.Pasal 18 Ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara

Republik Indonesia;

.Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4890);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

7.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);

8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2019 Nomor 55);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KENDALI
MUTU AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP
adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas yang mempunyai
tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.

Inspektur/Pimpinan APIP adalah Inspektur Daerah Kabupaten
Banyumas.

Kendali mutu adalah metode-metode yang digunakan untuk
memastikan bahwa APIP telah memenuhi kewajiban profesionalnya
kepada auditi maupun pihak lainnya.

Pedoman Kendali Mutu Audit yang selanjutnya disingkat PKMA adalah
prosedur audit yang dituangkan dalam beberapa formulir yang harus
dipedomani dan dilaksanakan oleh APIP.

Standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk
melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh APIP.

Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan
fungsional auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah
dan Auditor Kepegawaian yang diberi tugas, wewenang, tanggung
jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas
nama APIP.

Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau
fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan audit intern
oleh Auditor.

Kode etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang
digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam

melaksanakan tugas pengawasan.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

(1)

Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka
memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah
dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara
efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan
tata kelola kepemerintahan yang baik.

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti
yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional
berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan,
kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan
tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah
ditetapkan.

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program
kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil prestasi
suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah
ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi
pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit

aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.

.Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan

mengumpulkan barang bukti secara sistematis yang bertujuan
mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya
guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Disusunnya PKMA APIP ini dimaksudkan untuk memecahkan berbagai
masalah berikut ini :
a. ketidakefektifan pengawasan intern;

b. proses audit yang tidak transparan;



c. kualitas dan integritas pengendali teknis dan pengendali mutu audit
yang kurang memadai;

d. pelaksanaan audit yang kurang terjamin mutunya sehingga tidak
mencapai tujuan pelaksanaan audit;

e. PKMA APIP yang ada belum optimal mendukung audit yang lebih
efisien dan efektif.

(2) Tujuan disusunnya PKMA APIP ini adalah memastikan bahwa audit
yang dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan kode etik dan standar

audit.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3
Peraturan Bupati ini mengatur ruang lingkup mengenai kendali mutu atas
kegiatan audit sehubungan dengan telah diterbitkannya kode etik APIP
dan standar audit APIP.

BAB IV
PKMA APIP
Pasal 4
(1) Kegiatan utama APIP meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan,
pendampingan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi,
sosialisasi dan konsultasi.
(2) Sistematika PKMA APIP sebagaimana dimaksud pasal 3 adalah sebagai
berikut :
BABI Pendahuluan
BABII Pedoman Penyusunan Rencana Strategis
BAB Ill Pedoman Pengendalian Mutu Perencanaan Audit APIP
BAB IV Pedoman Pengendalian Mutu Penyusunan Rencana dan
Program Kerja Audit
BAB V Pedoman Pengendalian Mutu Supervisi Audit
BAB VI Pedoman Pengendalian Mutu Pelaksanaan Audit
BAB VII Pedoman Pengendalian Mutu Pelaporan Audit
BAB Vlll Pedoman Pengendalian Mutu Pemantauan Tindak Lanjut Hasil
Audit
BAB IX Pedoman Pengendalian Mutu Tata Usaha Dan Sumber Daya

Manusia



(3) Ketentuan lebih lanjut PKMA APIP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Ketentuan mengenai Jenis - jenis Formulir terkait PKMA APIP
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
e pada tanggal [ 2 AR 2021
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